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LEGISLASI

DPR Siapkan Revisi Terbatas UU Tipikor

JAKARTA, KOMPAS — Badan Le-
gislasi DPH berencana merevisi
secara  terbatas  Undang-Un-
dang Tindak Pidana Korupsi
Langkah itu ditempuh menyua-
sul muneulnys perbedasan pe-
natsiran pascaputusay Mahka-
mh Konstibusi yany menegfas-
kan Badon Pemeriksa Kewong-
an sehugan  olorilas Longgal
penghitungan kerugion negara,
sementars Kejakssan Agung
tetap membuka ruang bagi len-
haga lain untuk  melakukan
penghitungan terschut

Sequmlah narssumber dinn-
dang Badan Legislasi (Baleg)
DR i Kompleks Parlemen,
Jokorka, Senin (187520200, un
tuk  memberikan  pandangsn
terkait pelaksanaon UL Nomor
20 Tahun 2001 tentang Ter-
ubabian atas UL No 3171999
lentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupst (LU Tipikor).
Mereks dalsh Gurn Besar Huo-
b Universitas  Padjadjaran
Homli Atmasasmita, pakar ho-
kum pidana Firman Wigova,
dan mantan Wakil Ketua Ka-
misi Pemberantasan  Korapsi
(KK Amien Sunaradi,

Ketua Baleg DPR Bob Hasan
lalam rapat tersebut menyoroti
perbedoan penafsivan  menge
nai lembag yang herwenang
menghitung  kerugion  negara
dalam perkars tindak pidana
korupsi. Perbedaan itu muncal
dari pertentangan  pandangan
antara pendekatan formalis dan
progresif terkait  kewenangan
penghitungan kerugian negara
dalam penerapan Pasal 2 dan
Pasal 3 UL Tipikor.

Melalui  putusan nomor
2HPUU-XNIV 2026, ME me-

negaskan adanya otoritas tung-
wal dalam penghitungan keru-
gian negara, vakni Badan Pe-
merikss Kewangan (HPR). MK
menilai ketentuan it sejalan
tdengan penjelasun Pasal 603
Kitab Undang-undang Hukum
Pitlana (KUTHP) haru yang me-
myebut  kerugion negara di-
dasarkan pada hasil aedi
"lembaga negara audit kewang-
un'.

Namuwn, schagal respons atas
putusan  tersehut,  Kejaksaan
Agung menerbitkan surat cdar
an yany menegaskan hahws ke-
wenmtgay menghitung  keru
gian negara dalam-perkar-kn-
rupsi tidak haova dimiliki BPE.,

Tembuags Lain, seperti Fadan

Pengowason Keuwangan  dan
Pembangunan  (BRED)  serta

ahontan publile juga dindlad saky
melakukan penghitungan ter-
sebuat.

Menurul Bob, kepastian me-
pgcnai otoritas  penghitungan
kerugian negars penting untuk
menjomin kepastian hukom
flan rass keadilan, 1a meng-
ingatkon agor perbedaan tafsiv
Jangan  ssmpai menimbulkan
multitafeir dalam prakiik pe
negakan hukum, hahkan me-
muncilkan fenonieia krimina
limesi akibat kesalahan awdmi-
nistrasi atan kelompuban da-
lam mengambil kepitusan (de-
cision paradvais) di kalangan bi-
rokrasi,

"Mah, ini ada satu dispute
menurit sy, argle diari mana
pun, perspektil darl mana pun,
tidak bisa menjadi alasan se-
hingma terjadi multitafsie” kata-
nya,

Bob mencgaskan, Baleg DER

terus memantau implementasi
LT BPE. khosusnyvs Pasal 10
Avat (L), yong menvebut BPE
sehapi sutu-salunva lembagia
yang berwenang menctapkon
kerugian  negara berdasarkan
perbuntann melawan Ik,
Hal ini sejalan dengan Pulusan
ME No 282026 yang me-
negaskan, hanya adas sate olo-
ritas vang berwenatyg meig-
hitung kerugian negars, yiakni
BPK.

Tumpang tindih tafsir

Dalam rapat itu, Bomli Al-
masasnita mengatakan, UU Ti
pikor suitah mendesak antuk
direvisi, Jika revisi tak diloku
kan, ia mengusulkan sgar PR
dan pemerintaly seeera mera

pungksan  pembahasan RO
Porampasan Asct.
Homli - menilai,  sejumlah

aturan mengenal kewenangan
penghitungan kerugian negira
sclama ini tidak konsisten se
hingga menimbulkan tumpang
tindilh penafsivan. Akibotoyo,
kewenangan BPK sebagai sa-
tu-satunva lembaga vang ber
wenang  mengaudit kerugian
negara kerap diabaikar daes e
muneulkan berbags tafsir ho-
e,

"Huktimys, BPE lembaga ne-
gara, satu-satmrva lol tidalk di-
gubris. Muncullah tafsir ma-
cam-macam dengan alasan tek-
mis karena BIPK tidak mampu
menvelesaikan  persoalan ko-
UL ujArnya,

Oleh karena itu. lanjutnya,
Indonesia  seharusnya  meng-
ikuti ketentuan dalam United
Mations  Comvention  against
Corruption (UNCAC) yang te-

lah diratifikasi, termasuk meng-
hapus unsur kerugian negara
dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU
Tipiker, sar tidak lagi memun-
culkan  perdebatan  mengenai
pihak vang berwenang meng-
hitung kerugian negara,

Semenfara o, Amien Sunar-
vadi mengusulkan agar kewe-
nangan  menghitung kerugian
negara dalam perkora korapsi
tidak dimonopoli BPK,

"Sava berkesimpulan begini,
penghitungn kerogian keuang-
an negara wntuk keperluan per-
addilan pidana konapsi secara
prokris tidok bolch dimonopoli
oleh BIFK," ujarmys,

A menonbahkon, kapost
a5 HI'K perlu dipertimhanghkan
apabila selurub penghitugan
kerogian negara dalam perkar
korupsi honya dibebankon ke
s lembagia e rsebut, haik un-
tuk kasus di Jakarta maunpun di
daerah, Padahal, audit kerugian
negara dibutublkan dalam s
tiap perkars korupsi,

"Kalaw penvidikannya di ka
hupaten, BPK sanggup engiak
menyediakon  orangnya? Saya
yakin engak bisa, Apalag kalan
tindak pidana kKorupsi ini ni
Tai s cormi Hp 300 juba, Muong-
kin di Jakarta Iy 300 juta kita
fulup mata, fetapi i dess ito
nilad yong sangat besar” tutar
nyA,

(Heh karena ita, Amicn men-
dukung surat edaran Kejaksaan
Agung vang membuka ruang
kerugian negara tidak hanya di-
audit BPK. Derdasarkan peng-
alamannya, penghitungsn ke-
rugan Kewangan pegara vang
dilakukan BI'K juga dinilai ke-
rap bermasalah, (BOwy
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